PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja di
seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menunjukkan adanya
peningkatan kinerja pegawai dengan adanya tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai stimulus dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai tugas
pokok dan fungsi masing-masing pegawai sebagaimana
dimaksud; .

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, serta dalam rangka semakin
meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud diatas, maka dipandang perlu mengadakan
perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28
Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten’ Bojonegoro,
terhadap Lampirannya dan menuangkannya kembali
kedalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten/Kota di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan tanggal 8
Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Taa A oow amtia - = am PRI



. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

10.

11.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5 135) ¢

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps
Pegawai Republik Indonesia ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2011
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal

(1) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor' 28

Tahun 2011

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro yang telah diundangkan pada tanggal 14 Maret

2011 Nomor

28, diubah pada bagian Lampiran sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



-

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak 1
Agustus 2012.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Oktober 20 12

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

HSUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd.
SOEHADI MOELJONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 20 12 NOMOR 47.

_.===Balinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS®) AERAH KABUPATEN BOJONEGORO
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 47 TAHUN 2012
TANGGAL : 230 BER 2012

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

BESARNYA
TUNJANGAN
NO. ESELON/JABATAN (PER BULAN))
(Rp.)
1 2 3
1. | Eselon Il.a 900.000,-
2. | EselonIl.b 600.000,-
3. | Eselon Ill.a
a. Kepala Bagian Sckretariat Dacrah dan Kepala
500.000,-
SKPD
b. Non Kepala SKPD - 375.000,-
4, | Eselon Ill.b 350.000,-
S. | Eselon IV.a 325.000,-
6. | EselonIV.b 300.000,-
7. | Eselon V.a 275.000,-
8. | Staf 250.000,-
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

HSUYOTO

. Salinan sesuai dengan aslinya
RDAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Pymbina Utama Madya
/19600131 198603 1 008



